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w WALIKOTA BIMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
I PERATURAN WALIKOTA BIMA
it NOMOR 7 TAHUN 2016
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RUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 02 TAHUN 2015
{+  TENTANG KETENTUAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN b
lks PEMERINTAHAN KOTA BIMA
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nimbang : a. bahwa dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 02 Tahun

2015 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Kota Bima masih terdapat kekurangan
serta  belum  dapat’ menampung  perkembangan
i kebutuhan tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan
i Daerah yang akuntabel sehingga perlu dilakukan
i perubahan;
| b. bahwa erdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Walikota Bima Nomor 02 Tahun 2015 tentang Ketentuan

Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota
Bima; '
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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Bima dj insi
(Lembaran Negara Republi
Nomor 26, Tambahan
Indonesia Nomor 4188);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 200
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4188); '

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

S. Undang-Undang Nomor ' 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44378);
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